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Abstract
The notion of paradigmatic change lus been widely oaersim-
pltfied. Thc cloxs look at policy'ttuking process on water re-
sources issue reveals that the change is culturally-bound,
within which conflicts of interest talce place. Unless the image
of the normality is thoroughly scrutinized and altqed W tlre
public, paradigmatic clunge would unlilcely to talce place.
Kata-kata kunci:
perubahan paradigma; kcbijalun irigasi; sumber daya air.
Istilah'paradigma'sudah sangat dikenal secara luas. Bahkan kata
ini menjadi perbincangan sehari-hari sejak dimulainya periode
Reformasi Indonesia di tahun 1998. Birokrasi pemerintah juga sangat
cepat mengadopsi istilah ini, lengkap dengan berbagai penjabarannya
seperti: pemberdayaan, partisipasi, transparansi, keseimbangan gen-
der, demokrasi, akuntabilitas publik dan masih banyak istilah lain.
Istilah 'pemberd ayaarr' , yang tadinya hanya hanya dipakai oleh para
aktivis politik, akhirnya tidak lagi digunakan sebatas sebagai
pembicaraan sehari-hari melainkan juga menjadi nomenklatur resmi
departemen ataupun dinas dalam kelembagaan pemerintahan. Label
Dr. Susetiawarg SU . ailalah staf patgaj ar pada lunsan llmu Sosiatri, Faleultas
Ilmu S o sial dan IImu P olitik, Unio ercit as G ailj ah Mada, Yo gy akarto, I a bis a
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'pembangunan' kini diganti'pemberdayaan'. Ketika mengamati gejala
semacam ini, muncullah pertanyaan: apakah cara pandang baiu ini
sudah terinternalisasi dalam perilaku para birokrat ? Kaliu belum,
maka kita tahu betapa cerdasnya birokrasi pemerintah mengelabuhi
masyarakat memberikan kesan telah berubah.
Tulisan ini berusaha mengungkap betapa sulitnya mewujudkan
perubahan pada tataran paradigmatik. Telaah yang hendak disajikan
mengajak untuk tidak terkecoh oleh label dan retorika. Untuk
memberika ilustrasi terhadap problematika yang terjadi dalam rangka
perubahan paradigmatik ini, akan diketengahkan kasus spesifik, yakni
perumusan kebijakan irigasi. Kebijakan ini mengesankan sedang
berlangsungnya perubahan paradigmatik, namun ketika dicermati
ternyata tidak memenuhi kualifikasi sebagai perubahan yang demikian.
A. Padigma "Barui Substansi Lama
sungguh pun kata paradigma sudah sangat populer di telinga
masyarakat Indonesia, pemahaman tentang hal itu secara akademik
masih sangat diragukan. Apakah sesungguhnya paradigma itu?
George Ritzer, seorang sosiolog Amerika, mendefinisikannya
sebagai a fundamental image of subject matter whithin a sciencer . Kata
kunci dari definisi tersebut adalah image. Konsep image lebih
menunjukkan bagaimana cara pandang, kesan/ cara memahami
seseorang tentang sebuah persoalan, fakta dan apa pun yang dilihatnya.
Di balik cara pandang, kesan dan pemahaman , ada sebuah dasar
pertimbangan yang digunakan oleh seseorang. Di balik image tersebut
tersembunyi nilai-nilai yang hendak dijunjung tinggi. Sungguhpun
orang sering mewacanakan sebuah nilai, harus diingat bahwa nilai
yang diwacanakan belum tenfu merupakan cerminan dari realitas2.
1 P ani elas an Ritzs tent ang p ar adigma ini b erkait an dengan p eni el as an Thomas
I(hun tentangThe Stmcture of Scientlfic Revoluti o* Meskipun dfinisi tentang
paradigma ilikutipnya dai Mastetman. Kata KIrun dalam ilmu pengetahuan
selalutujailireoolusiparadigmatis,bngulirnyaparadigmasafirlccparadigma
I ain mcl alui s ebu ah pr o s e s. P eni el as an ini d ap at ililih at d al am G e o rg e Rit z u,
Sociology A Multiple Paradigm Scienc e, hal 2-24
2 Penjelasan tentang systen nilai ilan pnilaku banyak disajikan oleh parn
ilmnpan socialfmsionalis.TulisanKoentjaraningrat ,Kebudayaan Mentalitas
dan Pemb*ryo* padobab Pranata atau institttsi. Palelasan Clffiril Geutz
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I
Tu.Yltukat yang tidak mengerti apa-apa dan oleh sebab itu bodoh.Sisi lain dari "normalitas" terJebut adalair bahwa mereka harus dididik
agar menjadi pandai. Pembangunan dengan mengedepankan teori ini
mentransformasikan secara pusu berbagai pengali*u., di negara maju
u1tt1k negara negara berkembang. pilam k6nteks pembXng.rrr"r,,
rehabilitasi dan pengelolaan irigasi berlaku sama dengan teori di atus.
Di atas normalitas sederhana tersebut terbangun normalitas yanglebih tersembunyi, namun juga lebih sulit disadar]. Imaginasi tentan[
normalitas tersebut di atas menjadikan kita bisa meneriira kewajarai
bahwa proses perencanaan pembangunan diselenggarakan r".uru
sentralistis. Mengapa? Pusat berisi oiang orang ahf"sedang daerah
bahkan desa berisi-orang orang yang tidak ahl"i yang kuraig layak
kalau mereka melakukan perencanaan untuk p.*U"f,an. pemikiran
seperti ini sangat dominan dikalangan birokrat, iebih lagi ketika peren-
canaan mengund*g konsekwensi penyerapan anggaran yang sangat
besar T"k? pusat menjadi tidak !""y1 pusit peter,Jur,uur, akin tetlpipusat kendali atau kontrol terhadap daerah. Kontrol terhadap daerah
terjadi dalam banyak hal termasuk tentang keuangur,, ,i-,iralnya
keuangal yulg dihimpun oleh pusat ju.rh teUifr besaidibandingkln
dengan daerah.
- 
Kaitannya dengan pembicaraan tentang perubahan paradigma:
pandangan kita tentang normalitas telah UeruLah? Apakah kewajirur,-
kewajaran di seputar penyelenggaraan irigasi telah berubah? Kalau
Iqip maka perubahan paradigmatik belum berlangsung, meskipunkritik tentang hal itu telah dilontarkan dengan lantutig CIra pur,durg
baru- dan pemahaman terhadap kemanuriur, telah Iu*u digulirkai
un!\ mengkritik pandangan lama yang mengklaim pemikiran moder-
nis. Narr-un paradigma baru sebetulnyi Uetumlah teibentuk manakala
perilaku kita masih dibimbing oleh standar kepantasan yang lama.
wacana apapun-yang diusung tidak memiliki dampak ying s"ifatnya
paradigmatik sekiranya belum terinternalisasi dalam ke-budiyu*. '
Pertanyaannya: mengapa cara seperti ini sulit terinternalisasi dan
berkembang menjadi budaya politik? Salah satu dari sulitnya meng-
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internalisasi pandangan baru ini adalah budaya Politik' yu^g telah
menjadi sistem. Misalnya model Penganggaran pembalgunan yang
telah bias pusat sangat memberikan keuntungan pada kekuasaan
aparatur negara yang di pusat. Konsekwensi Perencanaan yang
blrubah akibat dari pemikiran baru yang menghargai tentang
kemanusiaan adalah merubah sumber-sumber keuangan yang akan
mengalir ke bawah lebih besar dari pada pusat. Hal ini tidak akan
*"nib"ti banyak keuntungan bagi aparatur negara yang berada di
pusat. Kalau iekarang ini ada alokasi anggaran yang berubah seperti
udut yu DAU (Dana Alokasi Umum) pertanyaannya adalah seberapa
besai dana seperti ini disalurkan dari keseluruhan anggaran Belanja
Negara? Apa pun alasannya ini adalah bentuk budaya politik yang
menunjukkan bias pusat.
Pandangan baru tentang kemanusiaan tidaklah semestinya
menempatkan manusia dalam hubungan yang ekstrem hierarkhis.
Misalnya, dilihat dari pendidikan formal yang dimiliki, petani memiliki
pendidikan formal yang rendah dibandingkan mereka yang bekerja
dibidang perencanaan pembangunan pemerintah, akan tetapi dari segi
pengalaman bertani dan permasalahan yang dihadapi maka petani
jurh lebih mengerti persoalannya dibandingkan dengan orang yang
menyusun perencanaan pembangunan di birokrasi pemerintahan.
Memang, ada kata yang sering muncul dalam Penyusunan
perencanaan Sepert "memanusiakan manusia". Namun, kelihatannya
hal realitasnya belum menunjukkan banyak hasil. Praktek model
perencanaan dari bawah sudah dilakukan. Akan tetapi, jika para lurah
desa ditanya sampai seberapa besar ide mereka tentang perencanaan
s Secara sosiologis, politik itu sangat erat dengan hubungan kekuasaan.
Kekaasaan ailalah b agaimana seseorang atau sekelontpok orang mattpenganrhi
or ang I ain agar orung I ain mengikuti keinginanny n. Istilah ini oleh Max Web u
disebut ilengan Macht (power), Lih.Economy and Society tentang Power and
Domination (Herrschaft). P engrtian builny a p olitik y ang dimaksudkan disini
adalah pertimbangfln apakah orang atau sekelompok orang menpengaruhi
or ang lain agar or ang I ain mmgikuti kchenilalory a. Di ua Ordc B anr, kcku as an
dan uang telah meni adi b agian dai sistem nilai y ang meniluduki p rtimb angan
atama, ifuologi ilan ilmu pangetahuan hany a menj aili u) acano ilalmt peryulatan
lechihry an sehai hari y ang bukaitan dengan pro ses p mrbahan. Buday a p olitik
ilengan putimbangan uang atau leepantingan natqi lczlftatamry a menj adi main
streams dominan.
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dari bawah itu diadopsi dalam perencanaan pembangunan baik pusat
maupun daerah,.maka jawabannya tidaklah konsisien dengan yu^g
diwacanakan. Setiap tahun desa melakukan musyawarah putiUu"'gur,I
an yang hasilnya- dikoordinasikan di tingkat kibupaten, akan te"tapi
seberapa besar hal ini didanai oleh kabupaien? Demilaur, juga seberapa
besar bahwa program pembangunan yang sekarang ini birlangs"ig
sesungguhnyi menjawab apa yu"g *Lt.[u butuhkln? Jawaban daripertanyaan ini bisa ditanyakan sendiri kepada lurah desa pada
umumn)rf. n1d-a hemat penulis prosentase ide mereka yang terierap
untuk didanai dalam rangka perencanaan pembangunan*"Iih rur,gut
sedikit.
-Pertanyaan selaniutnya adalah mengapa perlu ada perubahanparadigma? Pertanyaan ini secara sederhinl alpat dijawab dengan
kalimat pendek, yakni "tunfutan jaman". Ketika tuntutan ifu menciat,
yang mengedePan bukan hanya wacana tanding melainkan juga kitik
yang menggelora menjadi konflik atau perlawanan. Tuntutan
perubahan seperti ini berlangsung secara menyeluruh dan
mengundang implikasi yang tidak sederhana, yakni mengharuskan
peng-hapusan cara pandang berfikir lama. Mariknya tuntutan akan
perubahan tentu s3_ia mengundang perlawanan dari mereka yang
akan, atau sudah, dirugikan oleh bekbrjanya cara pandang baru. v
Resistensi terhadap cara berfikir baru sangat jelas terlihat ketika
ada upaya untuk mengusung perubahan paiadigma baru dalam
pengelolaan sumber dgyaair dan irigasi. Upaya ini beihadapan dengan
konflik kepentingan baik di dalam biroliraii negara r"rriiti *ui,rt
antara negara dan- masyarakat. pengelolaan sumber Daya Air dan
Iri8asi adalah perubahan sosial politik yang diusung sebigai agenda
reformasi dan dituangkan dalam undang-undang No z rlnun 2004
Tgnfa,n8 Sumber Daya Air. Tidak boleh diiupakan-bah*a UU tersebut
iq"l{ irgu produk politi( lebih dari sekedar produk akademis yangdibimbing oleh Tiri pencerahan (enlightmenf). capaian dari 
"fruyltersebut m-emperlihatkan bahwa, terlepas dari 
"p"p.tr, wacana butgITg di\e{epankan pada akhirnya terlihat bahwa substansi kebijakan
tidak jauh berbeda_dari yang telah diruuskan di masa lalu, sebagaimana
termuat dalam uu No 11 Tahun 1974. Mengapa itu y"r,g terjadi.
Reformasi yang diusung ternyata tidak berdaya berhadhpui d"trg"r,
budaya politik.
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para aktifis perubahan politik cenderung meremehkan tingkat
kesulitan untuk mengawal perubahan. Begitu cerobohnya metgk-u
membayangkan bahwi setelah periode negara otoritarian maka lahirlah
sebuah reiublik yang demokratis. Hal ini ternyata tidak mudah
sebagaimana membalikkan telapak tangarr. Orang sgrinq lupa dalam
periJde perjalannan sejarah ketika monarkhi absolud itu hancur maka
periode lnarkhi lebih dominan menemPati ruang percaturan negara
dari pada demokrasia . Pada hemat penulis, sistuasi seperti ini
menunlukkan ketidakberdayaan usaha reformasi. Untuk itu, ada
baiknyi kita cermati perjalanan untuk menghasilkan.rumusan yang
,u.uri yuridis dikenal sebagai uu no 7 tahun 2004- Pertarungan
perubahan kepentingan melihirkan kontroversi PP 77 tahun 2001
dur,gur, PP 20 tun n ZOOA.Reformasi pengelolaan SDA dan irigasi lidak
bisa dilepaskan dari situasi dinamika kepentingan ekonomi dan pollitik
yang terjadi pada umumnya di Indonesia.
Sekiranya UU itu dibuat dengan semangat untuk- membangull
paradigma biri, pertanyaan yang harus kilu aiukan adalah sudahkah
ia terinititusionalisasikan dalam wujud perilaku, masih sekedar wacana
atau bahkan telah bergulir meniadi barang dagangan ? Budaya politik
yang berlangsung sedemikian kuat dimana pusat adalah sumber
rugJut yu ying ditegakkan dengan kekuatan Pglitik- maka usaha
teiot*u-si untuk me*berikan kewenangan yang lebih besar kepada
pemerintah daerah dan petani adalah tindakan kebodohan dari segl
untung-rugi finansial di kalangan birokrat. Reformasi pengelolaan itig3sl
ditangan pemerintah daerah dan para Perkumpulan Petani Pemakai
Air adalah lebih banyak pengalokasian keuangan dari pusat menuju
daerah yang merugikan Pusat. |akarta adalah pusat segalanya,
ironisnyi |akarta pula yang melakukan reformasi yang dampak terbe-
sarnya adalah hilangnya sejumlah uang yang dinilai sangat merugikan
sistem lama. Reformasi dengan cara ini sangat kecil kemungkinarutya
sebab adalah tidak mungkin orang yang biasanya mensentralisasikan
keuangan dan menguasai segala macam peraturan yang mengUntung-
4 Dalam fiilisan lain, penulis menyampaikan pemikiranbahwa tahapan setelah
menarkhi absolut bukanlah demokrasi akan tetapi melalui p eio de anarkhi.
D emokr asi dic ap ai d al am p eri o ile y nng s ang at p anj ang. G a g as an ini ilittrlis
dalampaper: Masyarakat Indonesia Dalam Bingkai Perubahan Dialektis,
disampaikan paila piilato Dies Natalis Fisipol ke 48, tanggal Tg September
2003.
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kan dirinya dan tiba-tiba mereka sendiri yang disuruh merubah serta
membagikan kewenangan ITs dimilikinla termasuk hilangnyasumber keuangan. Hal ini adalah logis ketika kebijakan otonomi itudiberlakukan, reformasi akan mengalimi ketidakb"riuy"un akibat darikepentingT p-"y Pirokrat yang me*pertahankan sistem lama. ]umlahmereka jauh lebih besar dari pada mereka yang sunguh sungguhberjiwa reformis.
Perubahan secara mendasar, sebagaimana dijelaskan di atas,
senantiasa terkendala oleh budaya politik yang sudah mapan. Namunkalau kita lacak lebih jauh, aiuitit kendila dudaya ini iersembunyipertarungan kepentingan. Kasus pembuatan uu No. z tahun zoo+
sebagaimana dipaparkan berikut ini membantu kita untuk
memahaminya.
B. Perialanan singkat Menuju uu No 7 Tahun 2004:
Sebuah Pertarungan Kepentingan
uu No 7 tahun 2004 tentang sumbe: DayaAir dan pp 20 tahun
2006 adalah hasil ?kSt yang tel-ah diputusk". s".ura politis dari produkperaturan baru dalam era reformasi.,perjalanan ini cukup panjang
kurang lebih sekitar lima tahun pergulatan itu berlangs""f ,"ru"ggX
menghasilkan bentuk Undang Undang dan Peraturin pemerintah
sekarang ini. Karena telah menJadi prod-uk hukum maka senang atautidak, siapaun harus patuh untui melaksanakan sesuai dJnganperaturan yang ada, meskipun penulis yakin bahwa hal ini *irinterjadi kontroversi dengan kepentingur, masyarakat. Mengapa
demikian? Bukankah perjalanan menuju undang r.,aur,g itu telah lama
dilakukan? Cerita singkat pada bagian ini akai mernblrikan ilustrasi
9: r-"pu heb atnya pertarungan. kep entingan d ala m p enyus unan Und angUndang dan PP untuk irigasi.
Pengelolaan tentang irigasi merupakan salah satu contoh,
ada alasal aPa pengelolaan irigali itu periu direformasi? Semasa
pemerintahan Orba, kritik tentang per,geiolaan iriggasi telah banyakdilakukan akan tetapi kritik itu tai pJrnah *"r,glahkan pembuat
kebijakan tentang pengelolaan irigasi. Apu r"*r,gguhnya kritik
tentangnya? Pengelolaan irigasi selama ini aitetola sair-gat sentralistish]nya pada tingkat tersier saja petani diserai untuk mengelolanya
Alasan utamanya adalah kemampuan petani tidak dimuigkinkin
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melakukan pengelolaan irigasi Pada tingkat yang luPt tinggi, yui$
pada tingkat sefunder. Pertanyaan selanjutnyaa apakah.petani seiak
dulu kala tidak memiliki kemamPuan untuk mengelola irigasi?
Bagaimat u a."gan subak dan keasiian pengelol"?" irigasi ditangan
puiu petani? S"ubak sebagai institisi pengeloll"l air ternyata
menuniukkan bahwa petani"sangat mlmPu mengelola irigasi sesuai
-ung* t adisi yalr; meiefl lakukln sejak nlnek moylng mereka' Irigasi
itr, "dipikirkan d"ari oleh dan uniuk masyar"\.ut petani demi
kemakmuran bersama. Atas dasar realitas empiris dimana seiak drllu
;;o,.i mehkukan pengelola.an irigasi tidak hanya pada batas tersier
maka hal ini p"tt t aiklmbalikan lagi P"91 urusan masyarakat y-119
dibantu oleh pemerintah sebab irigasl_adul+ batrq {"1 Proses politik
;;,arr Reformasi kebiiatal p9"E"lgl"T.tlqu+ adalah.sebuah usaha
untuk *urrgurr,balikan per,gelilaai irigasi lgbih banyakditangan petani
dari pada aftangan p.*"tititah dengan birokrasi Plmgrintah, meskiPun
"*d pembiayin ierbesar adalah 
-clari pemerintah. Landasan hukum
untuk reformari p"r,gulolaan irigasi a*eluarkan P-eI3T1 k"li melalui
INPRES No. 3 T;hun lggg padi jam"n Presiden Habibie'
oleh sebab itu itrigation reform adalah sebuah usaha
mengembalikan pengelolaan"irigasi 
.pLih pada -masyarafat meskipun
secara finansiai *Ereta haruls dibantu oleh pemerintah dalam
pendanaannya sebab petani selama ini adalah menyalgga stabilitas
politik pur,gur,, yang hutg" beras harus ditentukan oleh tata niaga
i"*uritt"f,]petittis"agak-kurang tahu siapa yang mglgawali ide ini
'ut"r, tetapi t*;" ,rr,t it *"t gg"I"t g perubahan ini dikoordinir oleh
BAppENAs puau waktu itu. $[ur"t! i.utut gnyu a$lempat kelompok
t"4u (pokja) yang dibentuk waktu itu dengan spesialisasi.agendl kgrla
*"'ri"| *'"tiig. Sufun satu Pokia-adfah **y*1r13fl$a perubahan
pengefolaan iigasi dan pada poki? lain dimana UU SDA itu dibicara-
1""] Di setiap iokja teiairi dari-berbagai prhak (stakeholderil mulai
kompon"" pl*erintah (Dep. Kimpra:yil, Depdagri, Deptan,- dan
o*,ru depaitemen terkait t.ttu dinis ditingkat Pryir,si y"ng terkait),
LSM dan i,erguruan Tinggr. Dalam perkemban$annya unsur Perguru-
u" ti"ggr Uait ada yanfineniadi 3nsgota didalam setiag Pokia akan
iutupi"iuterlibatar, *"t6ta terus berlangsung ketika ada persoalan
perso"lat yang diperlukan diundanglah orang orang dari Perguruan
tingg.
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Kurang jelas, apakah ide ini berasal dari Bank Dunia atau idekita bangsa hrdonesia yang pembiayaannya ditawarkan kepada Bank
Dunia atau hal ini memang ide Bank Duni; diseluruh Asia, Afrika dan
Amerika Latin dimana praktek Bank Dunia memberi kontribusi penting
dalam soal hutang llut negara-negara di benua itus. Meskipun gani
Pni] juga- memfasilitasi tenaga tenaga ahli asing di bidang ini akantellPi perdebatan substansi tidlk mengesankar, buh*u p-roy"k ini
adalah ide dari Bank Dunia. Perdebatan iubstansi tidak t uirya antara
anggota kelompok dengan pala tenaga ahli dari Bank Dunia 
"k* tetapijuga perdebatan antara mereka para birokrat yang mempertahankan
pola lama ka1e1a menganggap bahwa petani tiau[ *.tt gtit diserahi
pengelolaan irigasi sebab mereka tak memiliki kemamluan teknis,
seu-atit<ryra mergka yang-merasa yakin bahwa petani *"*pr mengelola
asal tidak diikutkan pembiayaan saluran irigasli sedang p"troulan t-eknis
mereka memiliki pengalaman. pp No 7T tafuan 200I dan RUU No 7
leltang S!*bu-t OaIl Air waktu itu, adalah hasil dari konsultasi publik.Bahan bahan hasil konsultasi publik itulah dioplah dan di laai6nbahan pg"yy?unan kebijakan baru baik untuk uu maupun pp.
Dengan demikian peraturan hukum bukan disusun di atas meja akan
tetapi melalui kajian tentang kebutuhan masyarakat dan kelemahan
masyarakat yang kemungkinan dapat melanggar hukum.
. 
D3d *q Proses bagaimana peraturan itu dibuat adalah sangat
bagus dan iniluh-p:Iry="ludan botTom up planning, yang pada heriat
ggnulls pertama kali dilakukan dalam proses p"*urruL" rcuqakan.
ttryt-ttapi proses bagaimana keputusan politik tentang kebijakan itu
_disyahkan adalah sangat 
-syarat {engan Lerbagai keplntingan yangbanyak menghilangkan substansi {ari pemikirai bawah. sun}guhpu;proses penyu:rTan kebijakan melahirkan perdebatan puruafu*"tis
ant_ara pembela kepentingan sistem lama dan para reformis, f,al ini
makin lama mencair, bisa saling memahami antarperbedaan kepen-titg"t . Pada *+to itu, agar pengetolaan irigasi bisa dilakukan ditingkatbawah sesuai dengan kemlmpuan para petani, adalah dibutuhkanlegitimasi hukum karenu pl ln1'.-g iau aiunggap tidak sesuai tagi.Lahirnya PP n Tahun 2001. aaaiah i"6tit"si hilurn yang mendahului
s Peter P. Mollinga dan Alex Bolding, The Politics of Irrigation Refonn"
nteny amp aikan bahut a itigation refonn mcrup akan progroiny a B ank Dunia
yangbulangsung di Asia, Afrika dan Amqika Latin.
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UU No 7 tahun 2004. Alasannya adalah proses UU membutuhkan
waktu yang sangat lama dan kebutuhan legitimasi hukum diperlukan
mendeiak. Semula ada usulan bahwa legitimasi hukum itu cukup
dengan kepres akan tetapi salah satu dirjen di Dep. Kimpraswil yang
ber[ompetan membidangi irigasi dan sumber daya air mengajukan
kepada presiden dengan Peraturan Pemerint{ 
-yTg akhiaYa keluar-
tatr pp iZ tahwr 2001 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati.
Setelah beberapa tahun PP ini berjalan dan telah diterima oleh
masyarakat tani, tiba tiba ada isu bahwa PP ini harus dimoratorium.
Alaian yang sempat tampil di permukaan adalah bahwa PP ini
prematur yakni lahir tanpa induk sebab UU tentang Sumber Daya Air
belum diputuskan oleh DPR.
Pertanyaannya, aPa yang menjadi problem sesungguhnya
tentang ditiadakannya PP 77 adalah karena alasan di atas atau ada
alasan lain bahwa PP itu dianggap terlalu memberikan kewenangan
yang begitu besar terhadap pemerintah daerah dan para petani yang
iergiUung dalam Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)?
Hemat penulis, hal ini menunjukkan bahwa perdebatan dalam Poki-a
tidak hanya sekedar perjuangan wacana akan tetapi perjuangut ,*t t
mempertahankan kepentingan dimana pusat masih memiliki kontrol
yang besar terhadap daerah. Selanjutnya dapat diperiksa di PP 20
iat un 2006 tentang pembagian kewenangan antara pusat dan daerah
tentang pembangunan, rehabilitasi dan pengelolaan irigasi. Pertarung-
an paradigmatis adalah pertarungan kepentingan dan pembelaan
antara pembela sistem lama dan usaha reformasi terhadap sistem lama.
Bagaimanapun reformasi terhadap sistem lama akan dianggap merugi-
kan bagi kemapanan yang telah lama mengakar pada birokrasi negara.6
6 Menutat catatan Petu P, Mollinga dan Als Bolding,The politics of Inigation
Refornr" pada utnurnnya keberhasilan rcfotmasi iigasi adalah sebuah klim
p olitik Maelca rnenVfriftWllcnnb alrut a odo athrp btrkti wtuk menilai padcleatan
mo del inigation rcfom sqnti sttrdi lrursus ili Philipina, Ihfurhasilm tentangny a
ilikatakaa the achievement can be much less than claimed. Muekaffiemang
tiilnkmenyebutf aktorutamayangnnyebabkanlcegagalaryakantetapiilalam
penjelasannAadikatakanbahwasuksesdangagalmenbuhrhkanpanielasan
seb ab pro ses reformasi keirigasian adalah sangat kompleks y ang bulccnaan
dang an mekanismc, issu ilan kry mtingan y ang ffiemainkan p er an dan mueka
(petani: penulis) memiliki sejarah ilanbufirh ilipahami dalamkontelcs mqeka,
halT
259
lurnal Ilmu Sosial & Ilmu politik, Vol, 70, No. J, Maret 2007
Kuatnya sistem 
l_ama 
juga-ditunjukkan oleh dinamika perjuangan
CSO untuk memberikan krilik dan masukan terhadup ftur,.ur,[ur,
undang undang sDA waktu itu. Lobi pada tingkat Dewan dan peme-
rintah- tidak putusnya dilakukan akan ietapi misukan yang diberikan
kepada mereka tidak banyak diadopsi otefr birokrasi pemerintah
maupun para anggota Dewan perwakilan Rakyat.z perianyaannya
sekarang adalah apakah produk politik yang berupa undang undang
adalah bagian dgi pembelaan \gp*ti"gi" t6pada rakyat atair undan[undang adalah legitimasi potitikkeuangan yang *"tii terkonsentras-i
pada pusat. ftbh isu tentang irigasi, isu privatisisi pengelolaan sumber
air juga menjadi topik yang_tidak terselesaikan paaitin[tat lobi dengan
P"lu pembuat keputusan. Dengan situasi sepeiti ini, aia kesan bahwa
lldirnya kalangan NGO dan perguru* ti"ggi dalam diskursus para-digmatis adalah sebagai legitimasi buh*a pemU,r"tan undur,g .rrd"r,g
memenuhi^ Persyaratan partisipatif yang biia ditunjukkan keiada parfpendana. Sudah tentu, cerita pendek ir,i satrgat jauh dari kelbngkapan
dan masih perlu diuraikan kembali secara .""t it dan lengtup t"e"t""g
kronologi gejalah konflikdi pengelolaan irigasi agarbangsa"ini memiliki
91tatg_sejarah untuk hidup ma_T $edepan. Akan tetap'.i adalah sangatjelas bahwa perjalanan menuju UU No 7 Tahun 2004dan pp 20 Tahirn
2906 Plnuh dengan dinamika konflik kepentingan yang didominasi
oleh kelompok pembela kemapanan sistem Orba-. J v
7 Padaurffi fuhun 2NM diputtrskan, Konsorsium perguraanf in$il*nlsMwthtksutnMayaAirdanlrigasitnetah*mloqleepada"lconisi
YD|R Rr y an_g yenibidlngt undang undang ini y ang w akfir itu tcchta komisiny adij abat oleh lr._Erman Soqarno (sik Mentni noimigrasi dan Tenaga Keib.GuakaninidilakukandenganmendekatilraksifrakslyangaitadalimDetpan
Puwakilan RlkVat. !ta1 lceinginan Pukumpulan Petini Femakai Air se f autaBarat anfitk dtrol8 Y_DPI tgng ili fasilitasi oleh konsorsiunr ini, kegiataninipun tiilak nntrfuahl@fl hasil, media pun tidak ftr,en ernp atkan p rhadn atuskepentingan ini. Sampai detik akhir, konsorsium iliketemukan denganpemtintah sendii dalamhal ini adalahDq. Kimprasuil yang di meitiitori
oleh b. Erman Soep.ano sebagai keua komisi, ni*un nalit VZuS diperolehhanya usulanya ditampung akan tetapi tidak menjadi disar-pemikiran
pmtbahan. Seiak autal mqeka nemiliki ieting sendiri italam gagasan tentang
u\dang undang sebab andang undang adalah legitimasi i,eiongon untuk
dqartetnen.
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C. Pemberdayaan Petani: Antara Kata dan Perbuatan
Sebagaimana telah disampaikan p_udl bagian awal. tulisan ini,
kata pemb"erdayaan adalah sangat latah diucapkan-. Ada kecende-
,or,gut bagi rltiup orang untuk menggunakan kata ini secara
UertEUinan, sedikit sedikit henggunakan kata pemberdayaal, u5ul
tetapi *ulnu sesungguhnya,lari kata itu sangatlah jauh dari
penfertian para pe*liit kebijakan. Kalau mereka benar benar Paha-m
i*i.*,rtnya kata ini, dan kepbntingan-ideol.ogis dibalik kata itu maka
pemerintan tiaak akan merrgunakin kata itu sebab membahayakan
iirir,yu sendiri. Kata pembeidayaan berasal dari empou)erment, kata
ini muncul karenu *ulihut situasi masyarakat yang sangat tak berdaya
lpwerless) akibat dari periode pellangT3 yang telah lama berjalan'
i<.tiaurcerdayaan ini lebih banyak disebabkan karena Proses struktural
dimana p"*burrgunan yang dilakukan oleh pemerintah lebih bersifat
sentraliitis dariotoriter. Situp birokrasi negara seperti ini harus
dihancurkan karena tidak sesuaf dengan prinsip kemanusiaan. Gerakan
empowerment yang dilakukan oleh- Ciail Society Organisafiorz (CSO)
adalah lebih"bariyak melakukan dekonstruksi terhad"P model
pembangunan yi.g dilakukan oleh pemerintah dengan cara
^rnemban[titt"r, agar mas]?rakat aktif, responsif dT kritis terhadap
pola yan; dilakuk"an oleh-pemerintah. Dengan demikian.masyarakat
*u4iai fierdaya @owerfult yang tidak_ lagi bisa didekte berdasarkan
kemauan p"*Lrintan yang dengan tidak mendasarkan diri kepada
kebutuhan petani.
pemberdayaan petani dalam konteks ini diletakkan pada
penguatan kelembagian keirigasian terutama adalah terjalinnya
sebriah pola p"t g"lolaan iriglsi secara bersama atas komando
Gabungin peitumpulan Petani Pengguna Air (GP3A). Kalau Para
petani f,ut y" mengurusi saluran tersier saja dan urusan saluran primel
dan sekunier adaiah ditangan pemerintah maka fungsi GP3A *""i11i
tidak jelas. Akan tetapi hal ini akan menjadi lain jika petani memiliki
kewenangan dalam pengelolaan air irigasi ditingkat sekunder. GP3A
akan furigsional se6ab laluran sekunder akan memenuhi seluruh
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saluran tersier mulai dari hdy sampai dengan hilirs . pengelolaan irigasidi tangan petani ruqT1'.r.u bukan q"i*i baru di InJolesia dan jugadi beberaPa nggara laine . keduanya b"ik hi Indonesia maupun negaralain seperti Jrlepal, institusi irigasi sejak awal mengakar dalammasyarakat' Di [rdonesia sejak jaman kerajaan masa lalu masyarakatsendiri yang membangun dengan teknolbgi irigasi -Jl.,gur, sangatsederhana.
secara 
"T"_* {apat dikatakan bahwa petani di purau }awapada abad-abad pertama tarikh Masehi, bahkan
sebelumtyd, sudah mengenal pengaturan dasar tentangirigasi, yang kemudian pengetahu-an ini dikembangkai
dalam zaman Hindu-fawa:"*pli ke tingkat yang cukuptinggt dan beke4a cukup efisiento. $ /qr6
situasi :"1*Tg yanq disebut 
-dengan reformasi (pembaharuan)pengelolaan irigasi itu tidak ada, kare"na prinsip dasar perubahanpembelaan klRadlp:luti yang tertuang daiam u^u No z tahun 2003dan PP 20 Tahun z6oo fid;k aia dan kJmbali kepada substansi lama
1118 termuat dalam uU No 11 Tahun lgz|dan pt, No 23 Tahun tgg2.
ngatur keberadaan Gp3A yang hanya8 Tentanghal ini kitik zainffij:tuhadap pennintah adalahbahwa Irigasi dirndorcsia sedang mengalami krisis, bukin' hany a j uml ah dan I ahan y ang dap atdiai akan tetapi kriiis pengeroraan, murai dii'\1sis pn*ionoan samapaidengan kisis opetasi dan pemeliharaan. Zainuddin,pengelolaan Irigasi DiIndonesi + dalam sudar D Admanto, Kebii akan s etengah rtau . . .. . ., har. 4jq.e TulisanwaiFung Inm,Governingrrigation syatems in N"p"t, rnengernukakanbahuta di negeri iyi iasa *oo*fdriti2*t p*gdolaan iigasi di satu pihakiigasi diketotylel o.g?q tyytyint?ft) agency-maneged irrigation system(A'I!s ), dipft ak t atn irig asi dip_p rl o t eh pit i",i y og aid*;i;fanner_man_
aged irrigation syatem (EMts). FMrs *r*pit 
"i_u"gniii irigasi yat gilfupayakanolehpetanidenganbangunaniai*""*rrgoipig4olaansecara
betsama sama, asas resipiositgs inniadl nilil utami da[* f*gottnan ifir.Akantetapinasib mereka tiitlk iauh daripetani Indonesia, instihrsi irigasiyangbarifut sosioteknis ittt dimaniputasi dan dikontrol oiittpr*rrirtah danp ar a p erreliti tcnt ang lcebii ak an, h at- I g7
70 Abilullah Angoedi,sejarah lrigasi Indonesi aL hat J2
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me{ad.i P_1yung PerkumPulan Petani Pemakai Air (PgA) ditingkat
tersier.lr Ketentuan inilah yang hendak di refor*uri, yakni pe"tani(GP3A) memiliki kewenang* ,-iltrk mengelola jarin g; irigasi pada
tingkat sekunder dengan pti"sip "one syslem irrigatioh is one manage-yt!t". f{nsip- tersebut pada dlsarnyr telah ter"tuang dalam pp rzTahun 200'/.,, {1at9tapi sekarang pp ini tidak berhfu lagi setelahberlakunya PP 20 Tahun 2006 dimana kewenangan pengelola"an irigasi
oleh petani tetap pada batas saluran tersier.r2
Pemberdayaal petani hanyalah sebatas kata-kata kosong sedang
teks tertulis untuk Tgly"lakan komitmen pemerintah tErhadai
P_embelaan petani adalah berlainan. Artinya dalim teks hukum melalui
uu No 7 Tahun 2004 dan PP 20 Tahun 2006, makna pemberdayaan
petani tidak hadir di dalamnya, kecuali kata pemberdayaannya saja
Iang tertera dalam perafuran itu. Kalau toh adl usaha pembetd"y"ur,
kemungkinan implementasinya dalam pengelolaan irigisi sangat kecil
seba! bagaimana-Pun pemelihltun dan pet gop"rasian"lati"sut irigasi
masih mendapatkan dana dari pemerintahyang cukup beiar. Dina
Operasi dan Pemeliharaan (O&PJ ini pada jaman-Orba bisa digunakan
untuk membiayTi p*u pekerja honoier dibawah pengelolaai proyek
irigasi yang beiada ii t"Uup piopinsi di ]awa. Ini adalah sebuah realitas
tl Penielasan lebihiauhbisa ditihat dalam Studi; Indonesia: Water Use Rights
Study Stag e 2, Sanyu Consultants Inc and LP3ES, Co ordinated by The Vtiorld
Banh h, Annu I4-IS, Febtuary, 20A5.
t2 UU No 7 Tahun zMTentang Sumber D aya Ajrr, pasal4T ayat 2 menyatakan
dengan i elas b ahw a p engenb angan irigasi ttan p ai al G4 ayt i meny atai<,an b aik
p engenfu angan ffi auWfl P emelihar aai dan op uasi unni primu'dan sekunder
tctap ditangan pemuintah sedang kewenangan petani adatah saluran tersier.
Sudah tTtu pentbiay aan atas saluran irigaii primu dan sekunder baik unfirk
P !*emb ang an dan op n asi ilan p a nelihaiaan- hatas dibiay ai oteh p ennintah.|fu" tetapibagaimana pengelolaan ditah*an oleh Otgai*asi petani adalahbagian dai proses panbndayaan. pasal dan aya{itu tidak tegas yang
mengis aratkan b ahut a p engel olaan irigasi ditingleat primu nauryn sekundq
tct ap ditang an pemuintah- D alam PP i0 Tahun inn1,'Luas Are al 3 aw ah rrigasidiatas 3000ha adalah kewanangan pemerintah pusat, luas 1000 ha saipai3m0ha kewenangan propinsi dan dibawah lootina keutenangan kabupaiailkotl' L,ihat pasal 77€t78 PP tssebut Ini^mnunjakkanbahutalntetztensi pusat
tuhail"ap daerah masih sangat tinggi. Sekaliglrs hal ini membaktikanbahwa
pusat ma{ adi sentralisasi lceuangan.
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dimana terminologi baru sangat cepat diadopsi oleh pemerintah tanpa
diikuti filosofinya, oleh sebab itu dasar pertimbangannya bukanlah
filosofi baru akan tetapi filosofi lama dengan terminologi kata baru.
D. Wasana Kata
Bagaimana pun UU dan PP baru telah diputuskan secara syah
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dimana setiaP orang harus patuh
terhadap peraturan yang berlaku. Suka atau tidak suka inilah produk
hukum meskipun pengetahuan anggota dewan tentang substansi
sesungguhnya tidak banyak dikuasai. Adalah perlu diketahui bahwa
perjuingan bergulirnya paradigma baru bukan mudah sebab
hambatan pada tingkat politik dan tarik menarik kepentingan
paradikmatii dan kepentingan penguasaan sumber ekonomi menjadi
kendala tersendiri dalam mengulirkan paradigma baru menjadi sebuah
kebijakan negara. Oteh sebab itu proses ini bukanlah sebuah
transformasi nilai baru di era reformasi, akan tetapi sebuah pelestarian
nilai lama dengan mengunakan kata kata baru yang tertuan dalam
kebijakan negara. Reformasi bukan pekerjaan mudah, penuh dinamika
konflik kepentinganbaik kelompok maupun pribadi, yang harus dilihat
dalam sebuah proses yang sangat paniang sekalipun sekarang ini
dengan kebijakan baru yang mengklim perubahan paradigmatis, akan
tetapi sustansi yant ada dalam kebijakan itu adalah substansi lama
yang memarjinalisasikan petani.
Peraturan hukum bukan barang mati yang memiliki nilai
kemutlakan, kesiapan melakukan perubahan peraturan hukum bagi
negeri ini adalah sudah langkah maju dibanding masa lalu. Karena
peraturan hukum adalah produk politik yang juth dari kesempurnaan
maka segala perubahan masih terbuka lebar sesuai dengan prosedur
formalnya. Oleh sebab itu dorongan tentang perubahan kebijakan akan
bergulir kala ada kesatuan dari Para petani untuk memperjuangkan
hak hak mereka. Pada saat ini petani atau rakyat kecil dan rakyat miskin
selalu dijadikan legitimasi pembangunan akan tetapi hak pembanguan
yang proporsional menguntungkan masyarakat kecil tidak banyak.'+'F*:i'+
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